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LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penggabungan 
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN 

I.
KETERANGAN PEMOHON

A.
Perusahaan yang menerima penggabungan
1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN) *
: PT. ........................................ 
*) pilih salah satu
2. Alamat Perusahaan
: ...............................................
- Nomor Telepon
: ...............................................
- Faksimili
: ...............................................
- Email
: ...............................................
3. NPWP
: ...............................................
4. Bidang Usaha
: ...............................................
5. Lokasi Proyek

- Alamat
: ...............................................


-
Kabupaten/Kota
: ...............................................

- Provinsi
: ...............................................

6. - Akta Pendirian
: ...............................................
- Pengesahan Menteri Hukum & HAM
: ...............................................
- Akta Perubahan terakhir
: ...............................................
- Persetujuan/Pencatatan Menteri
: ...............................................
   Hukum & HAM

7. Perizinan yang telah dimiliki 
: ...............................................
B.
Perusahaan yang menggabung
1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN) *
: PT. ........................................ 

*) Pilih salah satu

2. Alamat Perusahaan
: ...............................................

- Nomor Telepon
: ...............................................

- Faksimili
: ...............................................
- Email
: ...............................................
3. NPWP
: ...............................................

4. Bidang Usaha
: ...............................................

5. Lokasi Proyek

- Alamat
: ...............................................


-
Kabupaten/Kota
: ...............................................

- Provinsi
: ...............................................
6. Akta Pendirian
: ...............................................
- Pengesahan Menteri Hukum & HAM
: ...............................................
- Akta Perubahan terakhir
: ...............................................
- Persetujuan/Pencatatan Menteri
: ...............................................

   Hukum & HAM
7. Perizinan yang telah dimiliki Dimiliki
: ...............................................

Apabila perusahaan yang menggabung lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir B)
II.
DATA PROYEK

Jika penggabungan perusahaan yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana kegiatan  (kapasitas produksi dan pemasaran per tahun, lokasi proyek, luas tanah, tenaga kerja Indonesia, nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

A. BIDANG USAHA

	BIDANG USAHA

	PT. …….. 

(yang menerima penggabungan)
	PT. ……..  

(yang menggabung)
	PT. …….. 
(setelah penggabungan)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	


B. LOKASI PROYEK

	LOKASI PROYEK (Kabupaten/Kota, Provinsi)

	PT. …….. 

(yang menerima penggabungan)
	PT. ……..  

(yang menggabung)
	PT. …….. 
(setelah penggabungan)

	 
	 
	 

	
	
	

	 
	 
	 


C. KAPASITAS PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN
	Jenis Produksi
	KBLI
	Satuan
	Kapasitas
	Ekspor (setelah penggabungan) (%)

	
	
	
	PT. …….. 

(yang menerima penggabungan)
	PT. ……..  

(yang menggabung)
	PT. …….. 
(setelah penggabungan)
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


D. PERKIRAAN NILAI EKSPOR PER TAHUN (setelah penggabungan)
:  
 US$. .......................
E. NILAI INVESTASI

	INVESTASI (Rp/US$)*)
	PT. …….. 

(yang menerima penggabungan)
	PT. ……..  

(yang menggabung)
	PT. …….. 
(setelah penggabungan)

	a. Modal Tetap 

-Pembelian dan  

  Pematangan Tanah
 …………………………...

- Bangunan / Gedung

      - Mesin/Peralatan
      - Lain-lain
: 
 …………………………... 

Sub Jumlah


   b. Modal Kerja

       (untuk 1 turn over)
:
 …………………………...

   c. Jumlah 
 
	(tms. US$.........)


	 tms. US$.........)


	 

 

 

 tms. US$.........)




*)
-
coret yang tidak perlu


-
Jumlah  rencana nilai investasi untuk PMA harus diatas Rp. 10.000.000.000,00 -- sepuluh miliar rupiah  atau nilai setaranya dalam satuan US$ atau sesuai dengan ketentuan sektor
- Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US$ 1 =Rp. …..
F. PENGGUNAAN TANAH

	PENGGUNAAN TANAH

	PT. …….. 

(yang menerima penggabungan)
	PT. ……..  

(yang menggabung)
	PT. …….. 
(setelah penggabungan)

	 


	 
	 


G. PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

	PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

	PT. …….. 

(yang menerima penggabungan)
	PT. ……..  

(yang menggabung)
	PT. …….. 
(setelah penggabungan)

	….. Orang 

( …. L /…. P)


	 ….. Orang 

( …. L /…. P)


	….. Orang 

( …. L /…. P)




H. SUMBER PEMBIAYAAN
	SUMBER PEMBIAYAAN 

(Rp / US$*)
	PT. …….. 

(yang menerima penggabungan)
	PT. ……..  

(yang menggabung)
	PT. …….. 
(setelah penggabungan)

	A. Modal Sendiri
	 
	 
	 

	B. Laba Ditanam Kembali
	 
	 
	 

	C. Modal Pinjaman
	 
	 
	 

	    -Pinjaman dalam negeri

    - Pinjaman luar negeri
	
	
	

	     Jumlah 
	 
	 
	 


*)
-
coret yang tidak perlu


-
Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi.

I. PERMODALAN
	MODAL PERSEROAN 

(Rp / US$*)
	PT. …….. 

(yang menerima penggabungan)
	PT. ……..  

(yang menggabung)
	PT. …….. 
(setelah penggabungan)

	A. Modal Dasar
	 
	 
	 

	B. Modal Ditempatkan
	 
	 
	 

	C. Modal Disetor 
	 
	 
	 


*)
-
coret yang tidak perlu


-
Nilai modal disetor dan modal ditempatkan sama dengan jumlah penyertaan modal perseroan 
	No
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan *)
	Pemegang Saham *)

PT. ….. 
(yang menerima penggabungan)
	Pemegang Saham *)

PT. ….. 

(yang menggabung)
	Pemegang  Saham *)

PT. …..

(setelah penggabungan)
	%**)



	Peserta Asing  (…%)***)
	
	
	
	

	
	· Nama :
	
	
	
	

	
	· Nama:
	
	
	
	

	Peserta Indonesia (…%)***)
	
	
	
	

	
	· Nama :

· NPWP :
	
	
	
	

	
	· Nama :

· NPWP :
	
	
	
	

	Jumlah
	
	
	
	


*)
Nilai NOMINAL saham dicantum dalam satuan Rupiah (Rp) atau US$.

**)
Persentase terhadap total jumlah  NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

***)
a.
Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,  harus memenuhi ketentuan :
· Total penyertaan modal perseroan sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US$.

· penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nomimal saham.

b. Khusus untuk permohonan penanaman modal dalam negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

III. 
PERNYATAAN

Bahwa saya, nama 
: ……………………….,  dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ..............................  dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal  ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data  yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan 

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.
........................, ......................... 20 ......

	Perusahaan yang menerima penggabungan
	Perusahaan yang menggabung *)

	PT. .................................................

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

Direksi Perusahaan


	PT. .................................................

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

Direksi Perusahaan



	*) perusahaan yang menggabung dapat lebih dari 1 (satu) perusahaan




LAMPIRAN : 

Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:

1. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha  dan/atau perubahannya; 

2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :

a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau

b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau

c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode laporan terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;

7. Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
8. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
9. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup dan disampaikan oleh direksi masing-masing perusahaan sebagai pemohon;
10. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 103  Peraturan ini;
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN 

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
	No
	Formulir Isian
	Keterangan

	I. 
	KETERANGAN PEMOHON

	A. 
	PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

	1.
	Nama Perusahaan
	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan  nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

	2.
	Alamat Perusahaan
	Diisi  sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan  beserta nomor telepon, faksimili dan email.

	3.
	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.

	4.
	Bidang usaha


	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahaannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

	5.
	Lokasi proyek
	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.

	6.
	Akta pendirian dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal) dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (nomor dan tanggal)
	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir, beserta pengesahan/ persetujuan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

	7.
	Perizinan yang telah dimiliki
	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.

	B.
	PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
	

	1.
	Nama Perusahaan
	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan  nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

	2.
	Alamat Perusahaan
	Diisi  sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan  beserta nomor telepon, faksimili dan email.

	3.
	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.

	4.
	Bidang usaha


	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahaannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang  Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

	5.
	Lokasi proyek
	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.

	6.
	Akta pendirian dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal) dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (nomor dan tanggal)
	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir, beserta pengesahan/ persetujuan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

	7.
	Perizinan yang telah dimiliki
	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.

	II.
	DATA PROYEK
	

	A.
	Bidang Usaha
	Diisi dengan bidang usaha masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan, sesuai dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahaannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang  Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

	B.
	Lokasi proyek
	Diisi dengan lokasi proyek  Kabupaten/Kota, Provinsi masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan.

	C.
	Kapasitas produksi dan pemasaran per tahun, terdiri dari :
	

	
	a. Jenis produksi
	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.

	
	b. KBLI
	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa  sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.

	
	c. Satuan
	· Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/pieces/liter/ton).
· Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US$).

	
	d. Kapasitas
	· Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun.

· Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun  sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.

	
	e. Ekspor (%)
	Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun  sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.

	D.
	Perkiraan Nilai ekspor pertahun
	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor setelah penggabungan perusahaan.

	E.
	Nilai Investasi
	Diisi dengan  nilai investasi  masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan :

a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun

· Pembelian & pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah.

· Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan.

· Mesin & peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi  dan cantumkan nilai mesin dan peralatan setara dalam US Dollar.
· Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain.

b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan dan lain-lain.

	F.
	Penggunaan tanah
	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m2 atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa  sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.

	G.
	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)  sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.

	H.
	Sumber Pembiayaan
	Diisi dengan  sumber pembiayaan masing-masing perusahaan sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.

	I.
	Permodalan
	Diisi dengan permodalan masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan:

a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat 1.

b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat 2.

	J.
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan
	Diisi dengan  nama pemegang saham dan nilai nominal saham masing-masing pemegang saham perusahaan sebelum dan setelah penggabungan, untuk :

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia): 

· Nama : diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku.
· NPWP : diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.

b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam Paspor pemegang saham di negara asalnya.
c. Badan Hukum Indonesia : 

· Nama: diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
· NPWP: diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.
d. Badan Usaha Milik Asing : diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam Article of Association.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI



Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:


Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan; 


Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;


Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;


Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.














